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PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

s a

- Lembaran Negara Nomor 962); »

WALIKOTA PADANG PANJANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2)
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom,
perlu ditindaklanjuti dengan merumuskan dan menjabarkan secara
Jelas kewenangan Pemerintah Daerah;

bahwa untuk mendukung pelaksanaan sebagian kewenangan
sebagaimana dimaksud huruf a di atas dan dengan telah
ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84
Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu dibentuk

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah
Kota Padang Panjang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di lingkungan
Pemerintah Kota Padang Panjang.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan
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Pasal 2

(I)DmngmnnnDauahnndibenkamnmdanTmKa]aKeummnm
terdini dari :

a. Kecamatan Padang Panjang Timur; dan
b. Kecamatan Padang Panjang Barat.

(2) Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1)
berdasarkan penyerahan kewenangan pemerintahan oleh Pemenintah kepada Daerah.
Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

(1) Kecamatan merupakan perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala
Kecamatan.

(2) Kepala Kecamatan vang selanjutnya disebut Camat, berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Ketiga
Kewenangan S|
Pasal 4 P
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Bagian Keempat
Tugas Pokok dan Fungsi :E
, Pasal 5 |

(1) Camat mempunyai tugas membantu Kepala Daecrah dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, pembinaan kehidupan masyarakat dan
mengkoordinasikan operasional UPTD dalam wilayah Kecamatan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat
mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dan Kepala
Daerah; dan
b. pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.

(3) Rincian tugas pokok, fungsi dan uraian tugas untuk masing-masing bagian struktur
organisasi Kecamatan selanjutnya diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
BAB I
SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi masing-masing Kecamatan adalah sebagai berikut:

Camat membawahi :

a. Sekretaris Camat; ol 4

b. Seksi Pemerintahan, membawahi - e

l) Sub Seksi Pemerintahan Kelurahan; c e
y ‘ "“kleﬁamanBangsa,KetemmmandanKeterﬁbm rlindu ;
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is dan jenjang jabatan fungsional ditentukan berdasarkan
dan beban Kerja serta diatur sesuai dengan peraturan pemndang-

(2) Bagan struktur organisasi Kecamatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi, Kepala Sub
Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-
masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi
lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 8

(1) Setap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kecamatan wajib
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pembinaan bagi
pelaksanaan tugas bawahan.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mentaati arahan,
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan
berkala tepat pada waktunya.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib
diolah dan dipergunakan sebagai bahan perumusan laporan lebih lanjut dan untuk
memberikan pembinaan kepada bawahan.
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(2) Camat diberhentikan oleh Kepala Daerah.

(3) Sekretaris Camat, Kepala Seksi, Ke
Struktural diangkat dan diberhe
kewenangan dari Kepala Dacrah.

pala Sub Seksi, Pejabat Fungsional dan Non
ntikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan

(4) Prosedur, tata cara dan
ditetapkan dengan s
perundang-undangan.

pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3)
uatu Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan

Bagian Kedua
Eselonering

Pasal 11

Ketentuan tingkat eselonering jabatan di lingkungan Kecamatan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Keuangan dan pembiayaan dari organisasi Kecamatan dibebankan ke Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah. e
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Hal-ha! yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang dalam pelaksanasnirys
diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuni dengan peraturan perundang: undangan.

Pasal 1S
Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memenintahkan pengundangan Peruturun
Daerah 1 dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang

Ditetapkan i Padang  Panjang
pada tanggal 2 % Desember 2000

G PANJANG,
L

- YOHANIS TAMIN v/

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 7 % Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

-




DAN TATA K

Eebljnhh menurut pnhmﬁan ‘aspirasi masyuilmt, maka Kota Padang Panjnng &
sebagai salah satu daerah otonom perlu melakukan langkah-langkah guna 3
mengimplementasikannya dalam tatanan Pemerintah Daerah.

Salah satu langkah yang sangat diperlukan adalah penataan kelembagaan
organisasi Perangkat Daerah yang harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan
seksama sehingga dapat mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan

| prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan
b peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pada akhimya
diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, guna penyclenggaman pemerintahan daerah oleh Camat sebagai
perangkat Daerah yang menerima pelimpahan kewenangan pemerintahan daerah
dan Kepala Daerah mutlak segera dilakukan penyesuian dan pcmbahan terhadap
beberapa peraturan perundang-undangan yang membentuk organisasi dan tata
kerja Kecamatan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah induk yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 . cukup jelas
Pasal 2 : cukup jelas
Pasal 3 : cukup jelas
Pasal 4 ayat (1) : cukup jelas
ayat (2) - Tanpa mengurangi arti dan pentingnya prakarsa Daerah

dalam penyelenggaraan otonominya, untuk
menghindarkan terjadinya kekosongan penyelenggaraan
pelayanan dasar kepada masyarakat, Daerah wajib
melaksanakan kewenangan dalam bidang pemerintahan
tertentu menurut pasal ini sesuai dengan kondisi,
kebutuhan dan karakteristik Daerah dan merupakan
kewenangan vang tidak dapat dialihkan ke Daerah

v
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